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KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang No 6
Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik
Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun
2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

1. Memahami Dasar Hukum dan Peraturan perundangan yang
berlaku.

2. Memahami persyaratan pengajuan sewa.

KETERKAITAN

PERALATAN / PERLENGKAPAN

Peraturan perundang-undangan
ATK dan Komputer

Berkas Permohonan

Dokumen Persyaratan

AR

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Jika terjadi keterlambatan akan mengakibatkan penarikan
retribusi jadi terlambat.

1. Pembuatan naskah Surat Perjanjian Kerjasama (PKS)
2. Penandatanganan SPK




Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan . . Persyaratan / Ket
Pemohon Front Office Kepala Dinas Kepala UPTD Kabid PTK Waktu Output
Kelengkapan
Pemohon mengajukan : .
1 Mulai 30 Menit Dokumen Dokumen
permohonan
2 [Pencatatan agenda 5 Menit Agenda
3 |Disposisi 15 Menit Disposisi
X Fotocopy KTP
. . Berkas
4 |Pemeriksaan berkas dan P‘rflkta 30 Menit X
Integritas Terima
5 Nas.kah Surat perjanjian 1 Jam Naskah
kerjasama (SPK)
Pemeriksaan naskah dan
6 1 Jam Paraf
paraf
7 |Penandatanganan SPK 30 Menit Naskah
Penyerahaan SPK kepada < >
8 y P selesai 15 Menit Dokumen

pemohon




